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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 32 TAHUN 2010 

TENTANG 

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA PUSAT INFORMASI 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubemur Nomor 84 
Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat 
Informasi Perencanaan Pembangunan telah ditetapkan tugas dan fungsi 
Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan; 

b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, dlperlukan egawal dengan jumlah dan persyaratan berdasarkan 
formasi jabatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi 
Jabatan Fungslonal Umum pada Pusat lnformasi Perencanaan 
Pembangunan; 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008; 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional 
Pegawai Negeri Sipil; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; 

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah; 

8. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata 
Ker]a Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

9. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Ker]a Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA 
PUSAT INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur inl yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Provinsl Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

4. Sekretarlat Daerah adalah Sekretarlat Daerah Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

6. Badan Kepegawalan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah 
Badan Kepegawalan Daerah Provins! Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD 
adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

8. Pusat informasi Perencanaan Pembangunan adalah Pusat Informasi 
Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

9. Formasi Jabatan Fungsional Umum adalah Jumlah dan susunan Jabatan 
Fungslonal Umum pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja 
Perangkat Daerah menurut jenls yang diperlukan untuk melaksanakan 
tugas dan fungal Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat 
Daerah yang bersangkutan secara efektif dan efisien. 
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BABII 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Formasi Jabatan Fungsional Umum dlmaksudkan untuk memberikan 
informasl Jabatan Fungslonal Umum pada Pusat Informasi Perencanaan 
Pembangunan. 

(2) Formasi Jabatan Fungsional Umum bertujuan untuk memberlkan pedoman 
dalam penataan kebutuhan Pegawai pada Pusat Informasi Perencanaan 
Pembangunan. 

BAB Ill 

NAMA JABATAN DAN PERALATAN KERJA 

Pasal 3 

(1) Nama Jabatan Fungslonal Umum pada Pusat Informasi Perencanaan 
Pembangunan adalah sebagai berikut: 

a. Subbaglan Tata Usaha terdiri darl : 

1 .  Pengadmlnlstrasi Umum. 

2. Pengurus Barang dan Kerumahtanggaan. 

3. Pengelola Keuangan dan Anggaran. 

4. Bendaharawan Pembantu. 

5. Caraka. 

b. Seksi Sister Informasl terdiri dari : 

1 .  Pengadmlnistrasi Slstem lnformasl. 

2. Pelaksana Bimbingan dan Pendamplngan. 

3. Petugas Perawat Perangkat Lunak. 

c. Seksl Dokumentasi dan Kepustakaan terdiri dari : 

1 .  Pengadministrasl Dokumentasi dan Kepustakaan. 
2. Petugas Perpustakaan. 

3. Pengolah Database. 

(2) Peralatan Kerja yang dibutuhkan pada Pusat lnformasi Perencanaan 
Pembangunan disesualkan dengan peralatan kerja teknis pada masing­ 
masing bidang kegiatan. 

(3) Keglatan pokok, persyaratan pendidlkan dan peralatan kerja, serta jumlah 
Pegawal pada Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubemur inl. 
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BABIV 

PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 

DAN PENGGUNAAN PERALATAN KERJA 

Baglan Kesatu 

Pengisian Formasl Jabatan Fungsional Umum 

Pasal 4 

(1) Penglslan Jabatan Fungslonal Umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan 
mempertimbangkan pendayagunaan Pegawai yang tersedia pada Pusat 
Informasi Perencanaan Pembangunan. 

(2) Kekurangan dan/atau kelebihan Pegawai Pusat lnformasi Perencanaan 
Pembangunan dllaporkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah kepada Gubernur melalui Badan Kepegawalan Daerah dilengkapi 
dengan data Kepegawalan yang bersangkutan. 

(3) Pegawai yang saat ini belum memenuhi persyaratan pendidikan dapat 
tetap didayagunakan sesual dengan formasi yang dibutuhkan. 

Bagian Kedua 

Penggunaan Peralatan Kerja 

Pasal 5 

(1) Kelengkapan peralatan kerja didayagunakan berdasarkan prinsip efektifitas 
dan efislens! dengan mempertimbangkan peralatan kerja yang tersedia. 

(2) Kelengkapan peralatan kerja yang telah ada tetap dipergunakan sesuai 
dengan fungsl masing-masing peralatan. 

(3) Kekurangan dan/atau kelebihan peralatan kerja dilaporkan oleh Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Gubernur melalui 
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola 
Keuangan dan Bendahara Umum Daerah untuk digunakan sebagai bahan 
perencanaan kebutuhan peralatan kerja umum. 

BABV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 6 

Ketentuan mengenal peralatan ker]a teknis di uar peralatan kerja umum yang 
telah diatur dalam Peraturan Gubernur ini diatur tersendiri dengan Peraturan 
Gubernur. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

Dltetapkan di Jakarta 
pada tanggal g Februari 2 0 1 0  

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUI A JAKARTA, 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Februari 2010 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

• 

MUHAYAT 
NIP 050012362 

$ 

-) 
BERITA DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2010 NOMOR 37 
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